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KEfUAMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di

Jakarta

Hal: Permohonan Pengujian Pasal Pasa1 557 ayat 11.1 huruf a, b dan Ayat (2)

serta Pasa1 571 huruf d Undang-undang Nomor 07 Tahun 201.7

tentang Pemilihan Urnum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

201.7 Nomor 1.82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1,945.

Dengan Hormat,

Bahwa kami Yang bertandangan dibawah ini:

I. Kautsar, Warga Negara Indonesia, Wireswasta, Ialan Sisingamangaraja,

No. 181, Desa/Gainpung Mulia, Kuta Nam, Banda Aceh, Aceh, yang

seianjutnya disebut sebagai Pemohon I;(Bukti P. I);

2. Samsul Bahri, Warga Negara Indonesia, Wireswasta, Dusun Famili, Desa

Lancang, Kecamatan Simpang Mainplam, Kabupaten Bireuen, Aceh, yang

selanjutnya disebut sebagai Pemohon 11;(Bukti P. 2)

Untuk selanjutnya memberi kuasa berdasarkan suret Kuasa khusus tertanggal

22 Agustus 201.7, kepada:

I. Kamaruddin, S. H;

2. Mardiati, SH. , M. H;
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3. Erna Syithah, S. H. , M. H;

4. Maulana Ridha, S. H;

5. Wiwin Ibnu Hajar, S. H

Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Gabungan Masyarakat Aceh

Peduli UupA yang berkedudukan hukum Jalan Chik of Tiro, Nomor 03 RT. 008, RW.

02, Kelurahan Gondangdia, Meriteng, Jakarta Pusat;

Sebagaimana perlhal pokok surat Permohonan of atas, perkenankan untuk dan

atas nama PARA PEMOHON in cosu, bersama ini mengajukan Permohonan

Pengujian Pasai 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasa1 571 huruf d

Undang-Undangan Nomor 07 Tahun 201.7 tentang Pemilihan Urnum (Lembaran

Negara Repub!Ik Indonesia Tahun 201.7 Nomor 1.82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 61.09) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (seianjutnya disebut sebagai UU Pemilu). (Bukti
P. 3)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSl

A, DASAR HUKUM

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi(MK) untuk

menguji dan meinutus permohonan PARA PEMOHON, antara lain tertuang
dalam:

I. Bahwa dalam Pasa1 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 3.945 (seianjutnya disebut UUD 1945)

menyatakan:ffKekuosoon Kehokimon dilokukon Dieh sebuoh Mohkomoh

Agung don Budon Perodilon yong berodo of bowohnyo doloin lingkungon

perodilon urnum, Iengkungon perodilon ogomo, lingkungon perudilon toto

usoho negoro, don o1ehsebuoh Mohkomoh Konstitusi".

2

I



,

.

2. Bahwa daiam Pasa1 24C ayat (t) Perubahan Ketiga Uuo L945 menyatakan:

"Mobkomoh Konstitusi berwenong mengodili podo tingkot pertomo don

terokhir yong putusonnyo bersjfot jinol untuk menguji undong-undong

terhodop Undong-Undong DOSor, meinutussengketo kewenongon Iembogo

negoro yong kewenongonnyo diberikon o1eh Undong-Undong DOSor,

meinutus pembuboron portoi pontik, don meinutus perselisihon tentong

hostlpemilihon urnum";

3. Bahwa dalam Pasa1 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi(selanjutnya disebut

UU MK) menegaskan halvang sama, yaitu:

"(. I), Mohkomoh Konstitusiberwenong mengodilipodo tingkotpertomo don

terokhiryong

putusonnyobersjfotfinoluntuk:

o. menguj'iundong undong terhodop terhodop Undong Undong DOSor

Negoro Republiklndonesio Tohun 1945;

b, meinutus sengketo kewenongon Iembogo negoro yang

kewenongonnyo diberikon oreh Undong-Undong DOSor Negoro

Republik Indonesio Tohun t945;

c. meinutus pembuboron portal pontik; don

d. meinutus perselisihon tentong hostlpemilihon urnum";

2. Bahwa dalam Pasa1 29 ayat (1) Undang~Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

"(11. Mohkomoh Konstitusi herwenorig mengodili podo tingkot tingkot

pertaino don rerokhir

yong putusonnyo bersjfotf^^o1untuk:
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o, menguji undong-undong terhodop Undong-Undong 0050r Negoro

Republik Indonesio Tohun 1945;

b. meinutus sengketo kewenongon Iembogo negoro yong

kewenongonnyo diberikon o1eh Undong-Undong DOSor Negoro

Republiklndonesio Tohun 1945;

c. meinutus pembuboron portoipolitik;

d, meinutus perselisihon tentong hosilpemilihon urnum; don

e. kewenongon loin yong diberikon o1eh undong-undong";

3. Dalam ketentuan Pasa1 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1.2 Tahun 20, .I

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

"Dojom holsuotu undong-undong didugo bertentongon dengon Undong-

Undong 0050r Negoro Repubffk Indonesia Tohun 1945, pengujionnyo

dilokukon o1eh Mohkomoh Konstitusi";

4. Bahwa setelah perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan

Pemerintah Republik Indonesia Yang tertuang dalam Mou Helsinki (Bukti

P. 4) adalah merupakan hasil dari sebuah penanjian darnai yang kernudian

Iahirlah Undang-undang Nomort. ,. Tahun 2006Tentang Pemerintahan Aceh

(UupA). UupA adalah sebuah produk peraturan perundang-undangan yang

secara khusus berlaku of Aceh, UupA merupakan babak baru berlakunya

kekhususan Aceh sebagaimana tertuang di dalam Pasa1 18 A ayat I. dan

Pasa1, .8B ayat I. UUD 1945;

5. Bahwa Pasa1 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan

"Hubungon we wenorig ontoro pemerintoh pusot don pemerintohon doeroh

provins^ kgbupoten, don koto, otou provinsidon kgbupoten don koto, diotur

dengon undong-undong dengon meinperhotikon kekhususon don

kerogomon doeroh"
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6. Bahwa Pasa! L8B ayat (T) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan

"negoro mengokui don menghormotisotuon-sotuon pemerintohon doeroh

yong bersjfot khusus atou bersjfot 1stlinewo yong digtur dengon undong-

undong"

7. Bahwa Pasa1 557 Undang-undang Nomor 07 Tahun 20, .7 tentang Pemilihan

Urnum ayat (1) huruf a dan b, berbunyi: ayat (Z) " Kelembogoon

Penyelenggoroon Pemilu of Aceh tordiri otos: 0, Komisilndependen

Pemilihon Provinsi don Komisilndependen Pemilihon Kobupoten/Koto

merupokon sotu kesotuon kelembogoon yong hierorkis dengon KPU; don b.

Ponitio Pengowoson Pemilihon Provinsi Aceh don Ponitio Pengowoson

Pemilihon Kobupoten/Koto merupokon sotu kesotuon kelembogoon yong

bierorkis dengon Bowoslu.

Dan Ayot (2) berbunyj "Kelembogoon Penyelenggoroon Pemilu of Aceh

sebogoimono dimoksud podo oyot (1) wailb mendosorkon don

menyesuoikonpengoturonnnyo berdosorkon Undong-undong inI".

8. Bahwa kelembagaan Pemilu of Aceh secara khusus sudah di atur of dalam

UupA, dengan adanya penyusaian dan pencabutan UupA o1eh UU Pemilu

sebagaimana diatur di dalam Pasa! 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) UU

Pemilu dalam hal kelembagaan penyelengaraan Pemilu di Aceh, dengan

demikian hal tersebut bertentangan dengan 1.8A ayat (I. ) dan Pasa1 ,. 8B

ayat (1) UUD L945 dan telah mencabut kekhususan Aceh dalam hal

keiembagaan penyelenggaraan Pemilu of Aceh sebagaimana di atur of

dalam UupA;

9. Bahwa Pasa1 571. huruf d Undang-undang Nomor 07 Tahun 201.7 tentang

Pemilihan Urnum, berbunyi, "POS0157 don POS01 60 0yot (1), 0yot {21 serto

oyot (4) Undon -undon

Aceh (UupA), dicobut don dinyotokon tidok berloku" hal tersebut

Nomor 11 Tohun 2006 Tenton Pemerintohon
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bertentangan dengan Pasa1 18A ayat (1) dan Pasa11.8B ayat (,.) UUD 1945;

1.0. Bahwa, beadasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk

meIakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap

UUD 1945, disamping memberikan penafsiran konstitusional;

1.1. Bahwa o1eh karena obyek permohonan ada!ah Pengujian Pasa1 557 ayat (1)

huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasa1 571 huruf d Undang-undang Nomor 07

Tahun 201.7 tentang Pemilihan Urnum, inaka Mahkamah bemyenang untuk

memeriksa, mengadili, dan me inutus perkara o quo,

11. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KERUGIAN

KONSTITUSIONALPEMOHON

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan Hukum Pemohon sebagai

pihakyang berkepentingan terhadap permohonan o quo, dilandaskan:

I_. Bahwa berdasarkan Pasa1 51 ayat (1) UU MK beserta penjeiasannya, Yang

dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD

,. 945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya Yang diberikan o1eh UUD 1,945 dirugikan o1eh berlakunya

suatu Undang-Undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang Yang

me in punyai kepentingan sama);

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga negara;

2. Bahwa beadasarkan Pasa1 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

061PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Daiam Perkara Pengujian Undang

Undang, menyatakan:"Pemohon daiam pengujian UU terhadap UUD 1945



.

,

adalah:

a. Perorangan warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang

me in punyai kepentingan sama;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diatur daiam UU;

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;

d. Lembaga Negara;

3. Bahwa Pasa1 51 Ayat (1) Butir (a) UU MK: "Pemohon odo/oh pingk yong

mengonggop hok don/otou Hok Konstitusionolnyo dirugikon o1eh

berlokunyo undong-undong, yoitu: (0). Perorangan warga negara Indonesia

(termasuk ke!Qinpok orang yang mein punyai kepentingan sama);

4. Penjelasan Pasa1 51 ayat (1) UU MK: "fung dimoksud dengon "hok

konstitusionol" udoloh hok-hokyong dioturdolom Uuo NKR11945. "

5. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah dalam

yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian

konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus

memenuhi 5 (Iima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor

0061PUU-1/1/2005 dan Perkara Nomor 01/1PUU~V/2007, sebagai berikut:

o. odoriyo hok don/otou kewenongon Konstitusiono/ pemohon yong

diberikon o1eh Uuo NKR11945;

b. bohwo hok don/atou kewenongon Konstitusionol*pemohon tersebut

dignggop o1eh poro Pemohon ternh dirugikon o1eh suotu Undong-

Undong yong dinj'I;

c. bohwo kerugion hok don/otou kewenongon Konstitusionol pemohon

yong dimoksud bers!fot spes^ik (khusus} don oktuol otou setidoknyo

bersiot orensiol On menurut enoloron On wo'or do ot of OStikon
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d. odoriyo hubungon sebob okibot (cousol verbond) ontoro kerugion don

berlokunyo undong-undong yong dimohonkon pengujion;

e. odoriyo kernungkinon bohwo den on dikobulkonn o ermohonon ingko

keru ion don otou kewenon on Konstitusionol

6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, in aka terdapat 2

(dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak

dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, Yang pertaina,

mereka yang me iniliki kualifikasi sebagai Pemohon atau kedudukan Hukum

(legol Stonding) dalam perkara pengujian undang-undang, yang kedua,

adanya kerugian konstitusional pemohon dengan dengan berlakunya suatu

undang-undang. Dengan initerbukti bahwa:

6.1Bahwa beadasarkan Pasa1 28C ayat (2) UUD 1,945 menyatakan "Setiop

orong berhok untuk memojukon dinnyo dojom meinpertuongkon

hoknyo secoro kotoktjf untuk meinbongun inOSyoroko^, bongso don

negoronyd'. Bahwa PARA PEMOHON merasakan dengan

diberlakukannya UU Pemilu ini yang telah mencabut kekhususan

Aceh sebagaimana telah dituangkan di daiam UupA sebagai Undang-

undang yang secara khusus berlaku di Aceh dan telah me rugikan hak

konstitusional PARA PEMOHON dan Rakyat Aceh;

6.2PARA PEMOHON, Kautsar merupakan inaritan aktivis pro

Referendum dan Hak Asasi Manusia, yang seiak masa konflik terlibat

aktif daiam upaya perdamaian Aceh. Samsul Bahn merupakan

Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), setelah darnai

sudah dapat berbuat untuk memaiukan Aceh dan dengan gigih

meinperluangkan kekhususan Aceh Yang telah dicapai dengan

okon otou tidok 10 iterbdi.

On dido1/1kon tidok
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perundingan Mou Helsinki. Menurut PARA PEMOHON, Kekhususan

Aceh yang tertuang of dalam UupA merupakan turunan Mou

Helsinki, yaitu kesepakatan antara Gerakan Aceh Merdeka dengan

Pemerintah Rl. PARA PEMOHON selama inijuga aktif sebagai

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Fraksi Partai Loka! di

Aceh, yaitu PEMOHON Kautsar berasal dari Anggota Fraksi Partai

Aceh dan Samsul Bahri berasal dari Fraksi Parkai Nasiona! Aceh. PARA

seialu meinperluangkan kepentingan

masyarakat Aceh dan meinperluangkan komitmen perdamaian di

Aceh untuk memaiukan cita-cita bangsa dan negara Indonesia.

Bahwa dengan pemberlakuan UU Pemilu ini di Aceh dapat dipastikan

akan tenadi gesekan SOSial politik menjelang Pemi!u 201.9 dan halini

kontra produktif bagi terselengaranya Pemilu 201.9 yang demokratis

dan akan berdampak pada dishormonisosiantara para Pihak di daiam

MasYarakat dan akan menyebabkan tenadinya kerugian kepada

PARAPEMOHON;

6.3Bahwa PARA PEMOHON ketika Aceh masih daiam keadaan

PEMOHON seiama In I

proses

perdamaian antara R! dengan GAM ter!ibat aktif meIakukan upaya

perumusan butinbutir atau pasal-pasal kekhususan Aceh supaya

dimasukkan ke daiam Mou Helsinki dan UupA, termasuk Pasa1 557

ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) serta Pasa! 571 UU Pemilu huruf d

Yang dimohonkan o1eh PARA PEMOHON;

6.4Bahwa Putusan MK Nomor 271PUU-V11/2009

pertimbangannya menyatakan: "Don proktik Mohkomoh 12003-

2009), perorongon WN4 terutomo pemboyor polok {tox poyer;vide

Putuson Nomor 0031PUU-^2003) berbogoi OSosiosi don NGO/LSM

yong concern terhodop suotu Undong-Undong demi kepentingon

daiam
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publik, bodon hukum, Pemerintoh doeroh, fernbogo negoro, don loin~

loin, o1eh Mobkomoh dionggop meminkilegol standing untuk

mengojukon permohonon pengujion, boik formil moupun materi4

Undong-undong techodop Uuo 1945';

6.5Bahwa Pemohon jelas merupakan Perorangan warga Negara

Indonesia Yang juga bertujuan untuk mein perluangkan kepentingan

urnum/publik Rakyat Aceh sebagaiman dinndungi o1eh UUD 1945,

o1eh karenanya Pemohon meiniliki kedudukan hukum (legol

stonding)sebagai PARA PEMOHON;

7. Bahwa dengan demikian, Pemohon meiniliki kualifikasi untuk

mengajukan permohonan pengujian o quo, sebagaimana disyaratkan

o1eh Pasal Slayat (L) UU MK;

8. Bahwa Pemohon adalah pihak Yang mengalami kerugian konstitusional

setidak~tidaknya potensial menurut penalaren yang wajar dapat

dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akinat

diberlakukannya Pasa1 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal

571. hurufd UU Pemilu;

9. Bahwa ketentuan Pasa1 557 ayat (1) huruf a dan b dan Ayat (2) UU

Nomor Tahun 201_7 Tentang Pemilu berbunyi: ayat (1) "Kelembogoon

Penyelenggoroon Pemilu of Aceh rerdiriotos:

o. Komisilndependen Pemilihon Provinsi don Komisilndependen

Pemilihon Kobupoten/Koto merupokon sotu kesotuon kelembogoon

yong hierorkis dengon KPU;

b. Panitio Pengowoson Pemilihon ProvinsiAceh don Panitio Pengowoson

Pemilihon Kobupoten/Koto merupokon sotu kesotuon kelembogoon

yang hierorkis dengon Bowos/u.

Ayut (2) berbunyj 'Kelembogoon Penyelenggoroon Pemilu of Aceh
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sebogoimono dimoksud podo oyot (2) wonb mendosorkon don

menyesuoikon pengoturonnnyo berdosorkon Undong-undong inI".

dan Pasa1 571 UU Pemilu huruf d tersebut, berbunyi, "Pusa157 don POSol

60 0yot (Z), oyot (2) serto oyot (4) Undong-undong Nomor ZZ Tohun

2026 Tentong Pemerintohon Aceh (UupA), dimbutdon dinyotokon adok

berloku".

1.0. Dengan adanya Pasa1 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasa1 571

huruf UU Pemilu bertentangan dengan Pasa1 1.8A ayat (I. ) dan Pasa1, .8B

ayat (L) Uuo 1945, dan merugikan atau setidak-tidaknya potensial

me rugikan Pemohon. Ha!ini karena ketentuan tersebut sangat tidak adjl

dan telah menyampingkan kekhususan Aceh sebagaimana apa yang

telah diperjuangkan o1eh PARA PEMOHON, baik me Iaiui kekuatan dalam

proses perluangan Perdamaian, inaupun perluangan politik of DPRA

setelah konflik Aceh berlalu. Sangat tidak adjl dan mengkhianati

kehendak Rakyat Aceh apabila menghapus ketentuan kekhususan Aceh

sebagaiamana tertuang di dalam UupA. Ketentuan kekhususan di Aceh

of dalam UupA merupakan amariah Mou Hensinki, Mou Helsinki sendiri

merupakan hasil perundingan antara GAM~Rl yang telah meinbawa Aceh

darnai seperti yang rasakan sekarang ini. Bahwa PARA PEMOHON

Sebagai Warga Negara Indonesia yang beretnis Aceh aktif dalam

merumuskan pasa!-pasal yang tetuang di daiam UupA Yang kernudian

disepakati o1eh Pemerintah dan DPR, dengan adanya Pasa1 557 ayat (,.)

huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasa1 571 huruf d UU Pemilu PARA

PEMOHON telah dirugikan hak-hak konstitusiona!nya, suatu perlakuan

yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasa1 1.8A ayat (1) dan Pasa1 1.8B

ayat (1) UUD 1945;

1.1
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IT. Bahwa dengan demikian, Pemohon meiniliki kedudukan hukum {legal

stonding, legitimo persona stondiin I'udido) untuk bertindak sebagai

Pemohon dalam permohonan pengujian diberlakukannya Pasa1 557 ayat

(1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasa1 571 huruf d UU Pemilu;

1/1. ALASAN PERMOHONAN

I. Bahwa pada akhirianuari 2005 antara Pemerintah Rl dengan GAM inulai

menjajaki perundingan, yang pada akhirnya pada Senin, 1.5 Agustus 2005

of Helsinki Finlandia ditandatangani Mou antara Pemerintah Rl dengan

GAM untuk mengakhiri konf!Ik bersenjata antara GAM dengan

Pemerintah Indonesia;

2. Bahwa menjadi bukti, bahwa konflik perlawanan yang meinakan waktu

selama 30 tahun di Aceh, merupakan "buah" dari kebijakan negara yang

sangat sentralistik dan tanpa meinpertimbangkan seiarah Iahir dan

beadirinya negeriini. Semoga pedalarian perlawanan Aceh menjadi

irispirasi buat Republik ini untuk meinbenah din daiam mengelola

negara ke areh yang Iebih berkeadilan, menghormati SOSial dan budaya

dan menghormati kekhususan daerah-daerah sebagaimana

diamanahkan didalam UUD 1945;

3. Adapun Iahirnya Keistimewaan Aceh setelah era baru Iahirnya Mou

Helsinki, tidak terlepas dialektika penalarian GAM yang kernudian

menerima Self-Government dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia untuk manialankan pemerintahan Aceh sesuai dengan isi Mou

Helsinki. Mou Helsinki merupakan babak seiarah baru bagi Aceh untuk

mengatur dan mengelola dirinya sendiri kearah yang Iebih berkeadilan.

4. Keistimewaan Aceh yang tertuang di daiam Mou Helsinki tidak hanya

daiam bidang yang bersifat seremonialsaja (hanya adat dan budaya) tapi

adanya dalam hal beberapa otoritas Pemerintahan Aceh, partisipasi

3.2
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politik, ekonomi, morieter, perdagangan Iuar negeri, Hak Asasi Manusia

ekonomi dan daiam mengelola sumber daya yang berkeadi!an dan

berkesinambungan. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh,

telah Iahir Undang-undang No. 1.1 Tahun 2006 tentang Pemerintatan

Aceh sebagai wujud amariah Mou Helsinki, Yang dianggap o1eh rakyat

Aceh dapat meinbawa warna baru untuk mewujudkan perdamaian

Aceh yang berkeadilan dan berkesinambungan

5. Bahwa ketentuan Pasa1 557 ayat (1) huruf a dan b dan Ayat (2) UU

No. Tahun 201.7 Tentang Pemilu berbunyi: ayat (1) "Kelembogoon

Penyelenggoroon Pemilu diAceh terdiriotos:

c. Komisi Independen Pemilihon Provinsi don Komisilndependen

Pemilihon Kobupoten/Koto merupokon sotu kesotuon kelembogoon

yang hierorkis dengon KPU;

d. Ponitio Pengowoson Pemilihon ProvinsiAceh don Punitio Pengowoson

Pemilihon Kgbupoten/Koto merupokon soto kesotuon kelembogoon

yong hi^rorkis dengon Bowoslu'.

Ayot (2) betouny^ "Kelembogoon Penyelenggoroon Pemilu of Aceh

sebogoimono dimoksud podo oyot (1) wonb mendosorkon don

menyesuoikonpengoturonnnyo beadosorkon Undong-undong inI".

dan Pasa1 571. UU Pemilu hurufd tersebut, berbun i, "POS0157 don POSol

60 ayot (1), 0yot (2) serto oyot (4) Undon -undon

2006 Tenton Pemerintohon Aceh (UupA), dicobut don dinyotokon tidok

befluku;

6. Dengan adanya Pasa1 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasa1 571

huruf d UU Pemilu adalah bentuk penghiatan terhadap kekhususan Aceh

dan bertentangan dengan Pasa1 18A ayat (1) dan Pasa1 18B ayat (1) UUD

''945;
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7. Bahwa, Pemilihan Urnum yang telah berlangsung of Aceh seiama ini

telah Sukses bedalan dengan prenata hukum yang telah diatur of da!am

UupA;

8. Bahwa, berdasarkan pasa! 269 ayat(3) UupA "daiam hal adanya rencana

perubahan Undang-undang ini chiakukan dengan terlebih dahu!u

berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA" bahwa

pencabutan terhadap 2 (dua) Pasal of dalam UupA dengan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 20, .7 Tentang Pemilu tanpa terlebih dahu!u

dikonsultasikan dan mendapat pertimbangan o1eh DPRA, Hal tersebut

merupakan tindakan kesewenang-we nang

9. Bahwa, selama ini penyelenggaraan pemilu of Aceh berjalan secara

demokratis dan tanpa gangguan apapun sehingga bagi PARA PEMOHON

menilai apabila tenadi pencabutan terhadap UupA akan berpotensj

terhadap instablitas politik dan SOSial di Aceh, halini pernah tenadi pada

tahun 201.1. terkajt pencabutan pasa1 256 UupA;

10. Bahwa, PARA PEMOHON menilai dengan pemberlakuan Pasa1 557 ayat

(L) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasa1 57L huruf d UU Pemilu berpotensi

tenadinya instablitas politik dan keamanan yang bermuara pada

ketidakpastian hukum pada penye!engaraan pemilu tahun 201.9 diAceh;

1.1. Bahwa, Rakyat Aceh dan PARA PEMOHON me in punyai hak untuk hidup

aman, darnai dan seiahtera daiam Proses menyongsong Penyelenggaran

pemilu tahun 20L9, dan apabila Pasa1 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2)

serta Pasa1 571 huruf d UU Pemilu dipaksakan berlaku dapat dipastikan

tenadinya konflik regulasi of Aceh dan mendptakan situasi yang tidak

kondusif;
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IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum Yang telah diuraikan of atas serta

bukti-bukti yang dilampirkan daiam permohonan ini. Maka, PARA PEMOHON

memohon kepada Yang Mulia Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi agar

menerima dan me inutus permohonan in isebagai berikut:

I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya;

2. Menyatakan Pasa1 557 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) dan Pasa1 571

huruf d Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Urnum

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar1.945 dan tidak me in punyai

kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Benta Negara Republik

Indonesia;

Atau apabila Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, inohon

putusan yang seadil-adjlnya (ex oequo etbono)*

Hormat Kami,

Tim AdvokasiGabungan MasyrakatAceh Peduli UupA

Kuasa Hukum Pemohon

I, Ka aruddin, S. H

2. Maul id a, S. H;


